
 

 

 
 
 
 
 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

 
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR : W.17-072.PR.04.01  TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2023 

 
 

KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah; 

  b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh 
informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan 
manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Tahun 2023 . 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 
  4.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  
  5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

   
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA KALIMANTAN TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2023. 

 
Kesatu :  Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, 

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam: 
1. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan; 
2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran; 
3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja, dan  
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis 

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 
 



 

Kedua  :  Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor 
Wilayah akan melaksanakan: 
1. Melakukan review atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas 

informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; 
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian 

kinerja secara bulanan, semester, dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan 
Inspektur Jenderal 

 
Ketiga  :  Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 
 
 
  

                      Ditetapkan di : Palangka Raya 
                      Tanggal         : 02 Januari 2023 
 

Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
 
 

Hendra Ekaputra 
NIP.197212241999021001 

 
 
 
 
Tembusan: 
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NamaJabatan Paraf Tanggal 

Konseptor 
Pejabat   

Staf   

Eselon IV 
Kepala Sub Bagian 

Program dan Pelaporan 
  

Eselon III 
Kepala Bagian Program 

dan Humas 
  

Eselon II Kepala Divisi Administrasi 
 

 



 

Lampiran :  Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia             
Kalimantan Tengah 

Nomor : W.17-072.PR.01.04 Tahun 2023 
Tanggal : 02 Januari 2023 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2023 

 
1. Program : Dukungan Manajemen 
 Sasaran Program : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan 

efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI 

2. Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum 
dan HAM yang akuntabel 

 Indikator Kinerja Program : 1. Presentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB” 
2. Presentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 
3. Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan 

Kemenkumham 
    

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum 
 Sasaran Program : 1. Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi 

hukum umum yang berkepastian hukum 
2. Terwujudnya otoritas pusat yang efektif dan tepat sasaran 

 Indikator Kinerja Program : 1. Presentase penyelesaian permohonan layanan 
administrasi hukum umum yang tepat waktu dan 
berkepastian hukum 

2. Presentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah 
pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 

    
3. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum 
 Sasaran Program : 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang 

berkualitas 
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang 

profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis 
HAM terhadap tahanan, benda sitaan, dan barang 
rampasan negara, narapidana, anak, dan klien 
pemasyarakatan 
 

 Indikator Kinerja Program : 1. Persentase penyelesaian permohonan layanan 
administrasi hukum umum yang tepat waktu dan 
berkepastian hukum 

2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah 
pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 

 
    

4. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum 
 Sasaran Program : 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan 

Keimigrasian 
2. Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, 

pengawasan, dan penindakan keimigrasian 
 Indikator Kinerja Program : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Keimigrasian 
2. Indeks pengamanan keimigrasian 

    
5. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum 
 Sasaran Program : Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia 
 Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan 

Intelektual 
    

 
6. Program : Pembentukan Regulasi 
 Sasaran Program : Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas 



 

 Indikator Kinerja Program : 1. Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan 

2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga 
perancang peraturan perundang-undangan 

3. Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan 

    
7. Program : Pemajuan dan Penegakan HAM 
 Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM 
 Indikator Kinerja Program : 1. Presentase Kab/Kota Peduli HAM 

2. Presentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang 
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 

3. Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan 
publik berbasis HAM 

    
8. Program : Pembentukan Regulasi 
 Sasaran Program : 1. Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan 

peninjauan/analisi dan evaluasi hukum 
2. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum 

 Indikator Kinerja Program : 1. Presentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan 
evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan 
oleh pembuat kebijakan 

2. Presentase jumlah RUU Prakarsa Pemerintah dalam 
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk ke 
dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 

3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi 
hukum 

4. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang 
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

5. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang 
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

6. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 
    
    

9. Program : Dukungan Manajemen 
 Sasaran Program : Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan 

sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan 
kebijakan hukum dan hak asasi manusia  
 

 Indikator Kinerja Program : 1. Presentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil 
analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan 
hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum hukum 
dan hak asasi manusia  

2. Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

    
 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 

 
 

 
Hendra Ekaputra 
NIP.197212241999021001 

 



PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 

Jabatan 

: Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. 

: Sekretaris Jenderal 

Ekapu 
NIP. 19721224 199902 1 001 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

Jakarta, 02 Januari 2023  



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN 

TENGAH DENGAN SEKRETARIS JENDERAL 

No. Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Membangun budaya kerja 1 .  Nilai Reformasi Birokrasi 87,0 
yang berorientasi kinerja 
organisasi yang 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 92,0 
berintegritas, efektif dan 
efisien 

No. Sasaran Program lndikator Kinerja Program Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 .  Mewujudkan Tata Kelola 1 .  Persentase Satuan Kerja yang Nilai 94% 
Pemerintahan yang Efektif AKIP minimal "BB" 
dan Efisien di Lingkungan 

2. Persentase Satuan Kerja yang nilai 94% 
Kementerian Hukum dan 
HAM dengan 

capaian RB minimal 90 

Mengoptimalkan Kualitas 
Layanan Berbasis Tl 

2. Terwujudnya pengelolaan Opini Audit Eksternal Atas Laporan WTP 
keuangan Kementerian Keuangan Kemenkumham 
Hukum dan HAM yang 
akuntabel 

No. Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 Terwujudnya layanan lndeks kepuasan layanan internal di 3,1 lndeks 
administratif dan fasilitatif lingkungan Kantor Wilayah 
Kantor Wilayah yang efektif 
dan efisien 

Kegiatan 

Program Dukungan Manajemen 

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 

Ko. n Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.  

Anggaran 

Rp. 15.205.390.000,- 

Rp. 15.205.390.000,- 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah alimant n Tengah 

ut 
NIP. 19721224 199902 1 001 

Jakarta, 02 Januari 2023  



PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KAUMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilaya Kalimant 

aputr 
NIP. 197212241999021 001 

  Jakarta, 02 Januari 2023  
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PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 

Jabatan 

: Widodo Ekatjahjana 

: Pit. Direktur Jenderal lmigrasi 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

i 
NIP. 19721224 199902 1 001 N I P . 1  

Pit . . 

Jakarta, 02 Januari 2023 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI 

No. Sasaran Strategis lndikator Kinerja Utama Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 .  Memastikan pelayanan lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 3,25 (lndeks) 
publik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum. 
sesuai dengan asas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

2. lkut berperan serta dalam lndeks Pengamanan Keimigrasian 3, 1 3  (lndeks) 
menjaga stabilitas 
keamanan dan kedaulatan 
NKRI 

No. Sasaran Program lndikator Kinerja Program Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 .  Meningkatnya Kepuasan lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,25 (lndeks) 
Masyarakat atas Layanan Layanan Keimigrasian 
Keimigrasian 

2. Meningkatnya Stabilitas lndeks Pengamanan Keimigrasian 3, 13  (lndeks) 
Keamanan melalui 
Pencegahan, 
Pengawasan, dan 
Penindakan Keimigrasian 

No. Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Meningkatnya kualitas 1 .  lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap 3,25 (lndeks) 
pelaksanaan tugas dan Layanan Keimigrasian di Wilayah 
fungsi keimigrasian di 2. lndeks Pengamanan Keimigrasian di 3, 13  (lndeks) 
Wilayah Wilayah 



Kegiatan Anggaran 

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 4.980.652.000,- 

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Rp. 4.980.652.000,- 
Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 

P»»kaa 
Pit. brekdieri migras 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

z 
NIP. 19721224 199902 1 001 

Jakarta, 02 Januari 2023 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

NIP. 19721224 199902 1 001 

Jakarta, 02 Januari 2023 



~ 
PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: Hendra Ekaputra Nama 

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

: Razilu Nama 

Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Jakarta, 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

• -
Razilu dr. Eka tra 

NIP. 19651128 199103 1 002 NIP. 1972122419 902 1 001 

dewo
Typewritten text
02 Januari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 

No. 
1 
1. 

No. 

(1) 

1. 

No. 
(1) 

1. 

2 

Sasaran Strategis 
2 

Memastikan pelayanan 
publik di bidang hukum 
sesuai dengan asas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

Sasaran Program 

(2) 
Terlindunginya Kekayaan 
lntelektual di Seluruh 
Indonesia 

lndikator Kinerja Utama 
3 

lndeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Layanan Publik Bidang Hukum. 

lndikator Kinerja Program 

(3) 
lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Layanan Kekayaan lntelektual 

Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan 
(2) (~ 

Terselenggaranya 1. Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi 

Target 
4 

3,25 (lndeks) 

Target 

(4) 
3,34 (lndeks) 

Target 
(4) 

5 Layanan 
pelayanan kekayaan kantor wilayah 
intelektual yang berkualitas 1--::2-. -J-:-u_m_l:-a-:-h-p-e..,...la-:-k-s-an_a_a_n_d-:-:i-se-m--:-in_a_s:-i -d-:-a-n-+---.,...1 ..,...L-o,--ku-s--1 

di Kantor Wilayah promosi kekayaan intelektual oleh kantor 
kementerian hukum dan wilayah 
HAM 

Terselenggaranya 1. Persentase Penanganan Aduan 100% 
Penegakan Hukum di Pelanggaran Kekayaan lntelektual 
Bidang Kekayaan 1--::-..,..--,-.,-----::--,----------+------~ 
lntelektual oleh Kantor 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 2 Lokus 
Wilayah Kementerian Pencegahan Pelanggaran Kekayaan 
Hukum dan HAM yang lntelektual yang Dilakukan oleh Kantor 
Handal Wilayah 

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan 
lntelektual di Wilayah 

1 Laporan 



No. Kegiatan Anggaran 

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 1.387.183.000,-

1. Penyelenggaraan Kekayaan lntelektual di Kantor Wilayah Rp. 1.387.183.000,-

Jakarta, 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

z,-------

Razilu 
NIP. 19651128 199103 1 002 NIP. 19721224 199902 1 001 
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PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil , bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

Jakarta, 

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

dewo
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PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 

Jabatan 

: Mualimin Abdi 

: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia 

Mualimin Abdi 

NIP. 19621121 198203 1 001 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

Eka 

NIP. 19721224 199902 1 001 

   Jakarta, 02 Januari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA 

No. Sasaran Strategis lndikator Kinerja Utama Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Mengoptimalkan peran 1 .  Persentase capaian Aksi HAM 75,0% 
dalam penghormatan, Pemerintah Pusat memenuhi target 
perlindungan, dan 

2. Persentase capaian Aksi HAM 45,0% 
pemenuhan HAM 

Pemerintah Daerah 
Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi 
HAM. 

No. Sasaran Program lndikator Kinerja Program Target 

( 1 )  (2) (3) (4) 

1 .  Meningkatnya kebijakan 1 .  Persentase Kab/Kota Peduli HAM 25% 
pembangunan yang 
berprespektif HAM 2. Persentase penanganan dugaan 50% 

pelanggaraan HAM yang ditindaklanjuti 
oleh pemangku kepentingan 

3. Persentase instansi pemerintah yang 75% 
menindaklanjuti hasil Diseminasi dan 
Penguatan HAM dalam bentuk 
pelayanan publik berbasis HAM 

No. Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Meningkatnya pemerintah 1 .  Jumlah pemerintah daerah yang 3 lntansi 
daerah yang melaksanakan melaksanakan program aksi HAM Pemerintah 
program aksi HAM 

2. Jumlah kab/kota peduli HAM 1 Instansi 
Pemerintah 

3. Jumlah instansi pemerintah yang 1 Instansi 
menindaklanjuti hasil diseminasi dan Pemerintah 
penguatan HAM melalui pelayanan 
publik berbasis HAM 

2. Meningkatnya rekomendasi Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan 3 
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Rekomendasi 
Pemenuhan Hak Asasi 
Manusia Di Wilayah 



Kegiatan Anggaran 

Program Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 231,015,000,­ 

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah Rp. 231,015,000,- 

Pihak Kedua, 
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

a 
N 2 001 

Mualimin Abdi 
NIP. 19621121 1982031 001 

    Jakarta, 02 Januari 2023



PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

NIP. 1 0 0 1  

Jakarta, 02 Januari 2023 











PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KE PALA KANTOR WILA YAH KEMENTERIAN HU KUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

Nama 

Jabatan 

: lwan Kurniawan 

: Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Pit. Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Hukum dan HAM 

, 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

ap a 
NIP.  199 2 1 001 

Jakarta, 02 Januari 2023 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM 

No. Sasaran Strategis lndikator Kinerja Utama Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Membangun budaya kerja Persentase KTI yang disitasi 20% 
yang berorientasi kinerja 
organisasi yang 
berintegritas, efektif dan 
efisien 

No. Sasaran Program lndikator Kinerja Program Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Mewujudkan pemanfaatan 1 .  Persentase pemanfaatan rekomendasi 8 0 %  
rekomendasi hasil analisis kebijakan hasil analisis strategi 
kebijakan sebagai bahan kebijakan sebagai bahan pembangunan 
pembangunan hukum hukum nasional dan perumusan 
nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi 
kebijakan hukum dan hak manusia 
asasi manusia 

2. lndeks Kualitas Kebijakan Kementerian 81 (lndeks) 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 

No. Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan Target 

(1)  (2) (3) (4) 

1 .  Rekomendasi hasil analisis 1 .  Persentase rekomendasi hasil kajian di 80% 
strategi kebijakan hukum wilayah sebagai bahan penelitian dan 
dan hak asasi manusia di pengembangan hukum dan hak asasi 
wilayah manusia 

2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi 1 Buku 
manusia yang disosialisasikan di wilayah 



Kegiatan Anggaran 

Program Dukungan Manajemen Rp. 254.632.000,- 

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Rp. 254.632.000,- 
di Wilayah 

Pihak Kedua, 

Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Hukum dan HA 

wan 
1 9 8 8 1 1 1  001 

Pihak Pertama, 
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah 

Jakarta, 02 Januari 2023 



PENGAYOMAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

KALIMANTAN TENGAH 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

: Hendra Ekaputra 

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 

kami. 

ah Kalimantan Tengah 

Hen a aB 
NIP. 19721224 199902 1 001 

Jakarta, 02 Januari 2023 
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